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ABSTRAK 

 

 Ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas telah terjadi sejak lama dalam kehidupan 

masyarakat Jepang. Namun, isu ini belum banyak diketahui hingga tahun 2013 menjadi istilah 

yang paling populer di kalangan pengguna internet di Jepang. Pemerintah Jepang pada 2016 

untuk pertama kalinya mengesahkan Undang-Undang mengenai ujaran kebencian yang dikenal 

sebagai The Hate Speech Elimination Act. Perilaku pemerintah yang akhirnya mengangkat isu ini 

menarik bagi penulis. Skripsi ini akan membahas mengenai faktor-faktor yang mendorong 

pembahasan hingga pengesahan Undang-Undang tersebut. Dengan menggunakan landasan teori 

yang diajukan oleh Gerry van-der Kamp Alons mengenai faktor internal dan eksternal yang 

mempengaruhi perilaku pemerintah, penulis berargumen bahwa faktor ekonomi dan politik 

menjadi dua penyebab yang paling dominan mendorong perilaku pemerintah dalam proses 

mengesahkan The Hate Speech Elimination Act tahun 2016. Faktor politik dapat dilihat dari 

kepentingan LDP, sedangkan faktor ekonomi berkaitan dengan pariwisata khususnya 

menyambut Tokyo Olympics tahun 2020. 
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ABSTRACT 

 

The hate speech towards minority groups have occurred for a long time in the life of 

Japanese society. However, this issue was not well known until 2013 being the most popular 

term among internet users in Japan. The Japanese government in 2016 for the first time passed a 

law on hate speech known as The Hate Speech Elimination Act. The behavior of the government 

which finally raised this issue was of interest to the writer. This undergraduate thesis will discuss 

the factors that encourage discussion until the ratification of the Act. Using the theoretical basis 

proposed by Gerry van-der Kamp Alons regarding internal and external factors that influence 

government behavior, the author argues that economic and political factors are the two most 

dominant causes of encouraging government behavior in the process of ratifying the 2016 Hate 

Speech Elimination Act in 2016. Political factors can be seen from the interests of the LDP, 

while economic factors related to tourism in particular welcomed the Tokyo Olympics in 2020. 
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